AN S el S
H
Hak;qs_asi Muanusia dalam KUHAP |

PANHANGAN ?EN?’ANG HAK HAK AS&SEI
“MANUSIA DETENJAU DARD ASPEK HAK-HAK
SIPIL DAN "POLITIK DENGAN PERHATQAN?F
KHUSUS PADA HAK-HAK SEPE&. BAE_MW_‘
KUHAP" L :
| Eeh B\ﬁag’dg@m Reksodgpuim

Apabila Eita menghaitkan persolan Hak
Asasi . Manusia  dengan  kondisi di
Indonesia sebenarnya telah diantisipasi
dalain perundang-undangan kita. Selain
perumusan tersebut dalam UUD 45, juga
dengare dikeluarkannya Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAF).
Dalam KUHAP perumusan civil rights
d:gunakan istilal: hak dan kewajiban
warganegad. Dimana kedua hal tersebut
dinilai  simetris. Didalam penjelasan
KUHAP kita dapat menemnukan sepuluh
asas yang mengatur perlindungan
terhadap harkat serta martabat manusia.

Pendahuluan

" Ketua Mahkamah Agung, Bapak Purwoto Gandasubrata
menyatakan dalam makalahnya, ada dua hal yang menarik.
pethatian penulis. Pertama, bahwa mesklpun sebagian besar
ketentuan-ketentuan hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam
konstitusi RIS (1949) dan UUDS 1950 tidak terdapat dalam UUD
45, "namun tidak berarti bahwa HAM tersebut tidak berlaku di
negara RI karena ketentuan HAM i dapat ditemukan dalam

T
Disampaikan pada Seminar Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Ascan,
diselenggarakan DPR RE 1gl. 15 Februari 1993.
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pelbagai pemrzdang»undangan dan hukum positif yang berlaku di -

negara kita": Dan kedua, dalam ‘rangka “pelaksanaan kongkrit
- HAM:itu dlkatakan Beliau -1 Tzdalc “kalah~pentingnya ~udalah
pe' nan pengadzlan/hakzm yang melalm putusan-putusannya dalam.
kasu kongkrzt _ selalu berpegang teguk pada HAM bem’asarkan
Pancasila®® :

Penulis ingin mengamb11 contoh hukum p051t1f Indonesia

yang telah mengandung - asas-asas ©* FIAM. * Penulis ingin

membahasnya dengan meminta perhatian yang lebih besar dari
pengadilan/hakim, bahwa kepada merckalah akhirmya semua
panda gan ditl.ljllkd]‘l untuk menguji apakah di Indonesia HAM
rit’ dilindungi atau tidak. Adanya asas-asas HAM
rundang-undangan kita, tidak banyak artinya

'_'3.-Berﬂ.ésfé'rké" -Pﬁhwsila _

ahﬂ Kll.‘:ﬁ) Undanguundang Hukom Acara Pidans (KUHAP).

Dalam penjelasan KUHAP dapat dibaca "celaan” terhadap HIR

(vang berlaku di Indonesia sampax 1981) dan pernyataan bahwa
KUHAP _ (yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45)
mementinvkan "...penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan
hak asasi manusia niaupun hak serta kewajiban warga negara".
Pertanyaan yang segera muncul adalah apakah ada perbedaan
antara pengertian hak asasi manusia dan hak warga negara 7.
Dalam literatur, "Human Rights" (FHAM) dikatakan mempunyai
tiga unsur yaitu civil rights (=Burgerrecien; hak wargalhal; warga
megam) political - rights dan social rights. T.H. Marshall

mengatakan bahwa civil rights adalah “the rights to defend and

asserz alf ones nghe‘ or terms of equalziy with others and by due

Purwoto 8. Gandasubrata, SH, "Pandangan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

(HAM) Ditinjau dari Aspek Hak-Hak Sipi! dan Politik (di Indoncma) makalah yang
disampaikan pada seminar DPR RI tanggal 15 Februari 1993,

ungi dan ditégaska_n_ oleh dan dalam

Comoh hit kum posmf Indonesia yang akan dipergunakan
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e Hak owarga negara. inilah menurut - penulis yang utama;

'.'ﬁi_ba'ﬁdiﬁgs-dﬁngan hak politik-dan hak sosial. Mengapa 2 Karena, ::_; _'
-@_gi;ygi__:;apabila "hak warga negara’ ini benar-benar dimiliki oleh

para;waiga negara ‘dan dipertahankan oleh pe_nga_diian,barulghi" g
“hak politik dan hak sosial mempunyai arti. NG i
oo Pengertian HAM itu sendiri, seperti dikatakan dalam -
‘makalah Ketua Mahkamah Agung adalah : " .hak yang inherent. .
“dipunyai oleh - setiap. manusia. mahluk Tuhan . dan merupakan . -

“anugerah Tuhan kepada semua hambalNya tanpa pandang bulu.. "3
‘Dari sini dapat kita katakan bahwa HAM adalah hak-hak yang

demikian melekat pada sifat manusia sehingga tanpa hak-hak itu:

' kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia.Karena

jtu pula harus kita nyatakan bahwa HAM itu tidak dapat dicabut.
(inalienable) dan tidak boleh dilanggar (inviolable} inipun sejalan
dengan pernyataan presiden RI bahwa : "...konsep hak asasiyang
Lita anut adalah penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan
beradabyang disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila"?
. Karakteristik inilah yang membedakan HAM dari hak-hak
lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kita.
Yang terakhir inilah hanyalah legal rights yang diberikan oleh
hukum. . ' i .
Dalam KUHAP dipergunakan untuk civil rights istitah hak
dan kewajiban warga ncgara. Pandangan bahwa penyebutan hak -
selalu dibarengi dengan pengertian adanya kewajiban timbul dari
pemahaman yang benar, bahwa hak dan kewajiban itu adalah
simetris. Yang keliru adalah kesimpulan bahwa hak dan kewajiban
itu berada pada subyek (individu) yang sama. Contohnya kalau A
mempunyai hak X, maka B mempunyal kewajiban  yang
berhubungan dengan hak X tersebut, atau kalau A mempunyai

= . .
_ Dikutip dari Paui Sieghart, The awful Rights of Mankind (An Introduction 10
{hie Internationai Legal Code of Human Rights, Oxford University Press, 1986. .

Purwoto S. Gandasubrata, op.cit.

5 .
Pidato Presiden Republik Indonesia di muka Sidang DPR/MPR pada HUT ke-
45 RI, 16 Agustus 1990. : : cioew
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kewajiban Y maka B mempunyai hak yang berkaitan ‘dengan
kewajiban Y itu: Seperti telah disampaikan terlebih dahulu, HAM
(termasuk hak warga negara) melekat pada-manusia ‘dan~hanya
dapat- dimiliki ‘oleh ‘warga ‘negira: Sedangkan kewajiban ‘yang
merupakan bagian simetri’ dari hak Wwarga negara terdapat pada
negara, karena hanya negaralah' yang mempunyai kekuasaan
memelihara dan melindungi hak warga negara: tersebut. Karena
- ita apabila*ingin ‘dipergunakan istilah "hak dan kewajiban asasi
manusia”" maka pengertiannya ‘adalah adanya hak pada individu-
(manusia) dan sdanya kewajiban pada pemerintah (negara) HAM:
pada individa menimbulkan kewajiban pada pemerintah/negara
untuk melindungi individu tersebut terhadap setiap kemungkinan
pelanggaran, - termasuk pelanggaran ‘dari ‘negara atau-aparat
pemiérinfah ‘sendiri; - o T Lo w0

Hm.dan KUHAP -

'~ Setelah Orde Baru berhasil mengatasi kekacavan G 303
PKI maka dengan semangat ‘negara ‘hukum, rule of law dan
kembali -pada UUD *45 secara murni - dan konsekuen maka
masyarakat  hukum Indonesia - segera menyelenggarakan
pertermuan nasional berupa Seminar Hukum Nasional 11 (27-30
Desember 1968). Dalam seminar yang bertemakan "Pelaksanaan
Negara Hukum berdasarkan Demokrasi Pancasila", terdapat salah
satu korisi yang membicarakan permasalahan : Hukum Acara
Pidana dan Hak Asasi Manusia. Dalam :diskusi dan kesimpulan
seminar terungkap bagaimana ‘parahaiya” pelanggaran HAM
(terutama tentang hak-hak warga negara dalam proses peradiian
pidana) pada-masa orde lama. Kritik yang diajukan bukan. lagi
ditujukan kepada-‘Hukum Acara Pidana Kolonial yang masih
diberlakukan di negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat,
tetapt sudah diarahkan kepada cara perfakuan aparat hukum pada
zaman . Indonesia. merdeka kepada warga negara  sendiri.
Perbuatan sewenang-wenang yang tidak berbeda sifatnya dengan
apa yang pernah dialami oleh rakyat Indonesia dari aparat hukum
kolonial Hindia Belanda maupun kekuasaan militer facis Jepang
tahun 1942 - 1945,

Diundangkannya Hukum Acara Pidana Nasional kita pada
akhir tahun 1981 (13 tahun setelah Seminar Hukum Nasional
1968 1) sangat melegakan hati dan memberi harapan baru bagi
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: .terwmudnya cita-cita Orde Baru dalam bidang keadilan hukum
Lebih-lebih lagi ‘dalam penjelasannya maupun’ pendapat akhir

fraksi-fraksi- di DPR ditegaskan bagaimana pentingnya KUHAP -

mengatur perlindungan terhadap "keluhuran harkat serta martabat
manusm :Indonesia”. - :

Marshall dalam pengertian yang teiah dxkutzp sebeiumnya"- .
_menyatak'm bahwa hak warga negara (civil- rights) adalah hak

seseorang untuk 'membela diri dan menuntut hak-haknya dengan

pengakuan atas kebersamaan  kedudukannya dalam hukum_.‘__.: '
(equality before law) dan dengan-melalui proses hukum yang adil -

(due process of law ,- terjemahan bebas dengan penafsiran
penulis). Marilah kita melihat nanti apakah KUHAP yang pernah
dicanangkan merupakan karya agung memuat perlindungan atas
hak warga negata ini. Tetapi marilah kita melihat dahulu apakah
yang dimaksud dengan due process of law itu.

Sangat keliru, pengertian proses hukum yang adil atau due
process of lawhanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturain
KUHAP terhadap tersangka dan terdakwa. Pertama-tama harus
dipahami bahwa proses hukum yang adil adalah lawan dari proses
hukum yang sewenang-wenang yang hanya berdasarkan kuasa
aparat penegak hukum (arbitrary process). Kedua, bahwa makna
dan hakekat proses hukum yang adil tidak saja berupa penerapan
hukum atau peraturan perundang-undangan (yang diasumsikan
adil) *secara formal, tetapi juga mengandung jaminan akan hak
atas kemerdekaan dari seorang warga negara {bandingkan dengan
alinea pertama UUD 45 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu adalah hak segala -bangsa...").

Kembali ke proses hukum yang adil dalam KUHAP, maka
dasar .pemikiran berikut ini kiranya dapat membantu. Meskipun .
seorang warga negara telah melakukan perbuatan yang tercela
atan sangat tercela (schingga ‘menimbulkan keresahan ‘dalam:
masyarakat), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus
atau hilang baik sebagai tersangka,terdakwa maupun terpidana.
Kitapun harus ingat bahwa untuk diri kita sendiri kita dapat
mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.
Tetapi dapatkah kita menjamin kepada diri kita, bahwa kita akan.
bebas dari resiko menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana?
Inilah yang merupakan inti keresahan dalam 1968 dan
menimbulkan harapan dalam 1981.

Marilah kita kembali- menengok pada sejarah. Suasana
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tahun 1968 ‘dan perjuangan selanjutnya’ mewujudkan KUHAP
kira-kira dapat dianalogikan dengan keadaan: menjelang revolusi
Prancis “tahun-1789. Rakyat-Prancis mengambil inspirasi dari -
ucapan-Montesquiew: (1698-1755) ahli-hukum Prancis dan penulis
filsafat tentang sejarah dan masalah kenegaraan, yang menyatakan
Apabila waiga. negara tidal- mempunyai perlindungan  uniuk
membela diri .dalam -kesalahannya maka dia tidek mempunyaz
pe;lmdungan pula dalam memperighankan kemerdekaannya?®
- Tuntutan - perubahan - hukum = acara pidana Pranc1s
padawaktu itu antara lain menyangkut 10 hal ¢

keterbukaan proses;

1_ -

2. . bantuan penasehat hukum; !

3.+ - penghapusan memaksa. tersangka bersurnpah;.

4. persamaan  posisi | antara. penyidxk/penuntut dengan
- tersangka/terdakwa; :

5. ... pembatasan kekuasaan hakim pemimpin penyldxkan,

6. .. motivasi yang jelas dalam putusan hakim; :

... penghapusan menyeluruh pemeriksaan dengan penyiksaan;
8.. . penghapusan peradilan pidana dalam bentuk khusus;

9. -« . pengajuani - ke muka pengadilan. 24 jam setelah

:.penangkapan- dan -dalam- hal - delik: yang tidak serius
~...pembebasan tersangka dengan jaminan;
10. s+ kemungkinan untuk para saksi dalam hal dikonfrontasikan
- dengan tersangka/terdakwa, menarik kembali keterangan
yang diberikan sebelumnya, tanpa ancaman pidana karena
memberl kesaksian paisu

| Dan uraian pendek tentang scjarah Prancis tersebut diatas
ingin dlkemukakan bahwa hukum acara pidana atau KUHAP
janganlah dilihat sebagai-hukum yang semata-mata berhubungan
dengan para pen}ahat atau pelanggar hukum pidana saja tetapi

L
Drikutip dari AA. G. Peters, "Individaele Vrijheid en de positie van verdachten
in het stral’pmces , daiam Pressulmm leenatas Kluwer, 1975.

E. Esmein {diterjemahkan oleh John Simpson), A Histery of Continental
Criminal Procedure, With Special Reference to F rance, Mew York : A. M. Kelley, 1558,
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| warga negara.

harus dilihat pula sebagai hukum yang menjamin _kemerdekaaﬁ:f.

Asas-asas dalam KUHAP mengenai HAM

¢ Memahami KUHAP, tidaklah hanya dengan mempelajari
pasal-pasalnya.  Seharusnya - dipelajari ‘pula; sejarah

pembeéntukkannya dan desain prosedur sistem peradilan pidana

yang - ditata ‘melalui. KUHAP. Dalam ' mempelajari = sejarahi -
pembentukkannya maka penjelasan KUHAP memegang peranan.
utama. Dan ternyata disinilah kita dapat membaca AS88-A$AS -
HAM yang harus merupakan pedoman dalam memahami dan
menafsirkan arti - ketentuan-ketentuan yang tercantum ‘dalam .
pasal-pasal KUHAP. Hal ini sangat sering dilupakan oleh para
penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), para pembela dan
pengadilan. Mengenai desain prosedur (procedural design) dari
KUHAP, dapat ditafsirkan bahwa 'maksud pembuat
undang-undang adalah memberi peran utama kepada pengadilan
atau sidang pengadilan. Hal ini didasarkan antara lain pada
ketentuan KUHAP pasal 191 dan 197, yang menyatakan bahwa
baik dalam putusan bersalah maupun putusan bebas hal ini harus
didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang
diperoleh dari pemeriksaan di sidang. Karena itu pulalah sangat
tepat pendapat Ketua MA yang melihat pentingnya peranan
putusan pengadilan/hakim yang selalu berpegang teguh pada

* Pemahaman kita tentang desain prosedur ini'sangat
penting, karena hanya dalam tahap di sidang pengadilan terdakwa

dan- pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang

bersamaan derajatnya dengan penuntut umum; Pengadilan wajib
menjamin sepenuhnya hak-hak kedua belah pihak, hak penuntut -
umum adalah mendakwa, sedangkan hak terdakwa adalal’
membela diri terhadap dakwaan. Jaminan yang penuh ini hanya
dapat berlangsung apabila kita selalu dapat meyakini netralnya
dan bebasnya pengadilan/hakim (an independent judiciary).
Sering suatu desain prosedur hukum acara pidana terlalu berat’
memberikan penekanan kepada hak-hak pejabat negara untuk
menyelesaikan perkara atau menemukan kebenaran, ketimbang
memperhatikan hak-hak seseorang warga negara untuk membela’
dirinya terhadap kemungkinan persangkaan atau pendakwaan’
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yang kurang atau-tidak benar ataupun palsu. - : :
Kita dapat membayangkan bagaimana suatu. masyarakat
- yang dihadapkan pada krisis peningkatan kriminalitas - atau
pelanggaran hukum pidana tertentu ataupun dikejutkan dengan
terjadinya suatu tindak pidana, dapat menghadapi si tersangka
dengan kemarahan moral yang besar. Dalam keadaan seperti ini
proses penyidikan, penuntutan dan pemidanaan dianggap sebagai
tidak mempunyai permasalahan hukum. Dalam keadaan inj begitu
mudah -seorang ~tersangka,seorang warga negara seperti kita;
tanpa . melalui prosedur hukum .yang: adil "berubah . status
hukumnya" menjadi penjahat dan musuh masyarakat. Tidak jarang
proscs: .semacam ini - ditkuti dengan - degradasi si individu
tersangka/terdakwa/terpidana. Proses. pembelaan, argumentasi
hukum. dan perlunya hakim yang bebas dan tidak memihak
dianggap sebagai mengada-ada. Suatu prosesyang dikenal dengan
nama "lynchjustice”. (proses keadilan semu yang menggantung
orang) yang dapat kita lihat dalam film-film "Western". :
i KUHAP . kita - tidak -menghendaki  hal ini, tidak
menghendaki suatu. proses peradilan dimana scorang tersangka
sudah: dijatuhi."putusan bersalah" sebelum prosesnya dimulai.
Perjuangan  kita ~melepaskan -diri dari penjajahan  Belanda,
mengharuskan kitapun. tidak ‘mengikuti proses peradilan yang
cocok untuk jaman kolonial Belanda itu. Itulah sebabnya kita
mengganti HIR dengan KUHAP. : : y
. = <Apa yang ingin diganti oleh bangsa Indonesia dari HIR
melalai KUHAP ? Proses pembentukan KUHAP (1969-1981)
menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman
untuk melihat proses peradilan pidana itu sebagai berlandaskan
proses hukum yang adil (due process of law), dimana hak-hak
tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai
bagian dari-hak-hak warga negara (civil rights) dan karena itu
bagian dari HAM. N : : a
«..+ Pertimbangan pertama dari KUHAP menyatakan:" bahwa
negara- RI adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang ‘Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi
manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan
kedudukannya didalam hukum..". Dimanakah harus kita cari
asas-asas yang oleh pembuat undang-undang ingin dipergunakan
sebagai pedoman perlindungan HAM, yang harus dipergunakan
untuk memahami dan menafsirkan KUHAP 9 Ternyata dalam.




@_enjé_llasan KUHAP: kita da;ﬁat ‘menemukan sepuluh asag ya_gg:,-
mengatur perlindungan KUHAP terhadap "keluhuran hatkag serta,

martabat manusia”. Adapun kesepuluh asas itu adalah 7 ..

1. perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa dlsknmlnasl g
apapun; o & » ) i
2. praduga tidak bersalah;

4 hak untuk memperoleh kompensasi {ganti rugi) dan
rehabilitasi; = oo L

4.+ - hak untuk mendapat bantuan hukum;.

5. hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan; ' -

6. peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan
sederhana;

7. peradilan yang terbuka untuk umum; _

8. pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan,
penahanan,  penggeledahan  dan penyitaan) harus
didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan

: surat perintah (tertulis); : :

9. - hak seorang tersangka - unfuk diberitahu tentang

: - persangkaan ‘dan pendakwaan terhadapnya; dan

10. - kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan

putusan-putusannya.

Kesepuluh asas diatas harus dikembangkan lebih lanjut
dan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan KUHAP yang
benar-benar memperhatikan dan melindungi hak-hak sipil
(HAM). Inilah yang kemudian akan mendasari diperhatikan dan
dilindunginya unsur-unsur ZIAM yang lain, seperti hak-hak politik
dan hak-hak sosial. . ” e

Dibawah ini akan diberikan sekedar contoh bagaimana
asas-asas yang secara singkat ada dalam penjelasan KUHAP
dapat ditafsirkan schingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan
KUHAP pada umumnya, dan (seperti yang diinginkan Ketua
MA) mempertegas peranan Pengadilan/Hakim dalam
putusan-putusannya untuk : "...selalu berpegang teguh pada HAM

7
Mardjono Reksadiputro, "Hak-hak Tersangka dan Terdakwa Da;a, KUHAP
Sebagai Bagian dari Hak-Hak Warganegara { Civil Rights)", disampaikan dalam seminar
tentang KUHAP di FHUI, tangzal 6 Maret 1860,

- Hakasas: Manusia dalam KUHAP 9. e
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berdasarkan Pancasila *. Contoh yang diambil adalah mengenai
asas ‘keenam : peradilan yang -bebas dan dilakukan dengan cepat
dan sederhana, serta asas ke’ sepuluh, kewajiban pengadilan untuk
mengena’alzkan pelaksanaaﬂ putusan-putusannya

Penafsiran Perlindungan HAM dalam KUHAP

““Dua’ ‘asas -akan “"ditafsirkan" -dengan ‘menggunakan
pendekatan perlindungan HAM disini. Yaitu asas ke enam dan
asas ke sepulub® Asas ke ‘enam, menegaskan adanya" peradilan
yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana" Disini
kita lihat adanya- dua asas yaitu : :

a. Peradilan yang bebas dari pengaruh siapapun, dan
b. " “:bahwa cara proses peradxlan pidana haruslah cepat dan
sederhana i1

Kebebasan peradﬂan (mdependent judiciary) adalah titik
pusat dari konsep negara hukum yang menganut paham rule of
law, dimana hukum ditegakkan secara-tidak berpihak (impartial).
Peradilan yang bebas tidak akan mengijinkan bahwa seseorang
telah "dianggap bersalah” schelum ada pembuktian yang kuat
tentang hal itu, tidak akan mengijinkan adanya "show trials"
dimana ‘terdakwa tidak diberikan kesempatan yang layak untuk
membela diri dan dimana orang sudah dapat menduga bahwa
putusan  hakim - akan mempersaiahkan terdakwa tanpa
menghiraukan  pembuktian “atau  pembelaan, Keinginan
mempunyai proses peradilan pidana yang cepat dan sederhana
merupakan  tuntutan yang logis dari setiap - tersangka  dan
terdakwa. Asas ini dimaksudkan untuk mengurangi sampai
seminimal mungkin penderitaan tersangka maupun terdakwa.
Apabala bilamana tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan
maka ia berhak menuntut diadili dalam jangka waktu yang wajar.
Tidak boleh ada kelambatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum. Pasal 50 KUHAP,
misalnya, menegaskan hak tersangka untuk segera mendapat

8
Ibid.



o ..'penuntut umum kemudian segera pula diadili oleh pengadilan.

" .atau terdakwa tetapi seorang terpidana. Asas bahwa pengadila
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.' 'pemenkasaan oleh ‘penyidik - dan selanjutnya diajukan . kepada'

- -Asas kesepuluh. membawa kita pada tahap purna ajudikasi
--(post ajudication) dan tidak-lagi menyangkut seorang tersangk

.'-'berkewagxban mengendalikan - pelaksanaan putusannya pada
‘'umumnya bersifat pengawasan, tetapi dapatlebih jauh lagi dengan

~ “melihat peranan hakim khusus yang akan dijelaskan. nanti. Pada
umumnya hakim-(pengadilan) mengambil.sikap bahwa tanggung
jawabnya berakhir-dengan dlberikannya putusan. Sikap semacam

ini‘tidaklah benar karena. khususnya .dalam pidana perampasanf. .

 kemerdekaan (pidana penjara) ketepatan putusan pengadilan

tersebut masih perlu divji. Apapun yang akan: dianut dalam hal -

teori pemidanaan, tetapi yang tetap harus diingat adalah bahwa.

dengan "hilangnya" terpidana dari balik tembok penjara dia tidak
kehilangan  haknya sebagai warga negara. Perlindungan yang:.
diberikan oleh KUHAP terhadap harkat dan martabat manusia.
tetap: mengikat terpidana juga kedalam penjara. Dalam suaty
sistem peradilan pidana yang terpadu (mtegrated criminal justice
system) tahap. purna . ajudikasi .sama pentingnya . dengan.
tahap-tahap terdahulu. Juga disini harus dianut pandangan bahwa:
tahap ajudikasi (sidang pengadilan) tetap dominan dalam seluruh;
proses. Proses baru terhenti padasaat terpidana dilepaskan
kembali ke masyarakat sebagal seorang warga negara yang telah
menyelesaikan pidana yang diberikan negara kepadanya melalui
pengadilan. Tanggung jawab moral hakim mewajibkannya
mengikuti dan mehndungi hak-hak terpidana di dalam penjara.
Lebih kuat lagi alasan ini bilamana kita mengingat bahwa putusan
pengadilan (hakim) diberikan - "Demi Keadilan Berdasarkan,
Ketuhanan Yang Maha Esa". Tegaknya keadilan bagi terpidana
juga merupakan tanggung jawab hakim selama yang bersmgkutan
berada dalam penjara. :
Sehubungan asas kesepuluh ini pcriu dxkemukakan tentano
iembaga baru yang diciptakan oleh KUHAP, yaitu " Hakim
Pengawas dan Pengamat" (selanjutnya Hakim Wasmat). Karena
Pengelasm KUHAP maupun Pidato Sambutan Pemerintah atas
persetujuan DPR terhadap Rancangan KUHAP (disampaikan
tanggal 23 September 1981) tidak memberi keterangan lebih
lanjut tentang hakim wasmat ini, maka dipergunakan Penjelasan’
Rancangan (yang diajukan 12 September 1979) dan keterangan
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Pemerintah dihadapan Rapat Paripurna DPR tanggal 9 Oktober
1979. Dengan juga mempergunakan Surat Edaran Mahkamah-
Agung Mo. 7. tahun 1985 maka penulis menafsirkan tugas -
"pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan” (pasal 33 ayat 2
UU-14 ‘tahun 1970) dan tugas Hakim Wasmat dalam KUHAP
pasal 277 sebagai : secara aktif menjaga agar tidak terjadi
pelanggaran terhadap hak~hak terpidana yang memperoleh
putusan  pidana penjara.’ Bagaimana kalau Hakim ' Wasmat
menemukan atau mendapat laporan tentang pelanggaran terhadap
hak-hak-ini 7 Menurut pendapat (penafsiran penulis) selama hal
itn ‘merupakan pelanggaran-pelanggaran kecil, hal ini dapat
d;selesaikandenganpengawasanhonsontal(admlmstrat1f—persuasxf
dan koreksi sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan). Akan tetapi
dalam hal terjadi pelanggaran besar, misalnya penganiayaan atau
matinya narapidana, maka hal ini harus diselesaikan secara
hukum melalui sidang pengadilan. Dalam kaitan ini perlu diingat
bahwa secrang narapidana pun tetap dijamin haknya untuk
meminta bantuan hukum. Tidak ada ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan Indonesia, yang menghilangkan hak-hak
terpidana (sebagai warga negara, dan karena itu tetap dilindungi
hak-hak warga negara atau hak-hak sipilnya) untuk memperoleh
bantuan hukum dar seorang atau lebih penasehat hukum untuk
membela  hak-haknya = sebagai narapidana dalam  sistem
pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.

Kesimpulan

- Uraian yang telah disampaikan ingin menggarisbawahi
pendapat Ketua MA, bahwa dalam hukum positif kita,- dalam hal
ini KUHAP, telah terdapat ketentuan tentang perlindungan
HAM. Juga bahwa Pengaditan/Hakim melalui putusan putusannya
selalu harus berpegang teguh pada HAM berdasarkan Pancasila.
Adanya asas-asas yang berintikan HAM dalam peraturan

Mardjono Reksodiputro, "Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan
Pengamat Terhadap Hak-Hak Yang Menurut Hukum Dimiliki Narapidana (suatu makalah
pembanding)”, disampaikan da]am Seminar Senat Mahasiswa FHUI, tanggal 27
November 1991.



1 selalu dikatakan': dimana ada hak maka selalu harus ada kemung.
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perundang-undangan Indonesia tidaklah banyak artinya apabila '
tidak dilindungi dan ditegakkan oleh pengadilan. Dalam hokum-

kinan untuk menuntui dan memperolehnya apabz!a dilanggar (ubij
ibi remedium). Kelanjutan logis dari asas ini adalah penafsiran,
bahwa hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya,
- ____dapat dikatakan adanya hak bersangkutan (ubi remedium ibi jus).
b KUHAP dalam penjelasannya telah memberi pedoman
:‘_zbaﬂalmana hak-hak sipil (hak warga negara) dilindungi dalam
proses peradilan pidana. Peradilan harus menjaga bahwa selalu
...ada kermungkinan untuk menuntut dan memperolehnya qpabﬂa

- hak-hak tersebut dilanggar. Hak-hak warga negara yang dilindungi
~~dalam -proses peradilan pidana seharusnya tidak mempunyai
- -perbedaan yang berarti antara negara-negara ASEAN malahan
“juga tidak dengan negara-negara beradab di dunia ini, bukankah
““konsep ‘hak asasi yang kita anut adalah penjabaran dam sila
“wkemanusiaan 'yang adil dan beradab ?
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